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ABSTRAK

Almi (B011171079), Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana
Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Oknum Tni Ad (Studi Kasus
Putusan Nomor:39-K/Pm-1i-09/Ad/Iv/2019), (dibimbing oleh
Muhammad Said Karim sebagai pembimbing | dan Haernah
sebagai pembimbing 1)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tindak pidana
perzinahanan lebih tepatnya tindak pidana perzinahan di kalangan
Militer. Perzinahan pada umumnya dapat dilakukan oleh siapa saja
baik masyarakat sipil maupun seorang anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI) .

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif tindak
pidana perzinahan yang dilakukan oknum militer. Dalam
menjatuhkan pemidanaan harus diperhatikan keadaan yang
obyektif dari tindak pidana yang dilakukan, sehingga pemidaan
tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku,
tetapi juga merupakan treatment komprehensif yang melihat aspek
pembinaan bagi Terdakwa sendiri.

Adapun hasil penelitian yang telah dilakukan, diproleh
kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak
pidana perzinahan, surat dakwaan yang disusun oleh Penuntut
Umum telah memenuhi syarat formil dan syarat materil. Jaksa
Penuntut Umum harus menyusun dengan cermat dan teliti
terutama yang berkaitan dengan penerapan peraturan perundang-
undangan yang berlaku, agar tidak terjadi kekurangan atau
kekeliruan yang mengakibatkan batalnya surat dakwaan. Terdakwa
dalam kasus ini berdasarkan surat dakwaan penuntut umum,
dikenakan Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Kata Kunci : Perzinahan; Tindak Pidana; TNI
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ABSTRACT

Almi (B011171079), Juridical Review of the Crime of Adultery
Committed by Members of the Indonesian Armed Forces (Case
Study Decision Number: 39-K/Pm-li-09/Ad/Ilv/2019), (supervised
by Muhammad Said Karim) as supervisor | and Haernah as
supervisor II)

This study aims to determine the crime of adultery, more
precisely the crime of adultery in the military. Adultery in general
can be committed by anyone, both civil society and a member of
the Indonesian National Armed Forces (TNI).

This research uses normative research on adultery crimes
committed by military personnel. In imposing a sentence, the
objective circumstances of the crime committed must be
considered, so that sentencing not only creates feelings of
discomfort for the perpetrator, but is also a comprehensive
treatment that looks at the coaching aspect for the Defendant
himself.

As for the results of the research that has been carried out, it
is concluded that the defendant is proven guilty of committing the
crime of adultery, the indictment prepared by the Public Prosecutor
has met the formal and material requirements. The Public
Prosecutor must compile carefully and thoroughly, especially with
regard to the application of the applicable laws and regulations, so
that there are no deficiencies or mistakes that result in the
cancellation of the indictment. The defendant in this case, based on
the indictment of the public prosecutor, is subject to Article 284
paragraph (1) 2nd letter a of the Criminal Code.

Keywords: Adultery; Crime; TNI
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BAB |
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah

Perzinahan merupakan peristiwa sering terjadi di hampir seluruh
yuridiksi negara Indonesia.lronisnya ia terjadi berulang-ulang seolah-
olah hukum positif Indonesia tidak memiliki instrumen hukum yang
dapat memberikan efek jera (detterant) terhadap kekejian tersebut.
Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) misalnya
,produk hukum yang diadopsi dari negara Belanda itu hanya
mencantumkan ancaman hukuman 9 (sembilan) bulan penjara
terhadap pelaku perzinahan. Dalam kerangka yuridis hukum positif
Indonesia,seseorang dianggap melakukan perbuatan zina apabila ia
melakukan hubungan layaknya hubungan suami istri dengan lawan
jenisnya tanpa/dengan ikatan perkawinan yang sah.Perzinahan yang
dimaksud dalam KUHP sifatnya adalah delik aduan (klachtdelicht),
dimana pihak yang merasa dirugikan dapat melakukan pengaduan
agar pihak yang berwenang dapat melakukan penyelidikan dan

penyidikan terhadap perzinahan yang telah dilakukan.?

Hukum pidana militer menurut Sudarto termasuk dalam hukum
pidana khusus karena hukum tersebut khusus mengatur tentang
kejahatan yang dilakukan oleh anggota militer. Hukum Pidana khusus

militer diperlukan karena institusi militer mempunyai tugas yang sangat

1 John Kenedi, “Analisis Pemidanaan Terhadap Perzinahan Dalam Perspektif Hukum
Positif dan Hukum Islam”, Jurnal Institut Agama Islam Negeri Bengkulu, Vol. XIl, Nomor 1 Juni
2019, him . 71.




berat dalam negara, yaitu menjadi tiang penyangga tegaknya
kedaulatan negara sehingga harus diatur dalam hukum khusus agar
tetap terjaga sifat-sifat disiplin kemiliteran sehingga menjadi institusi
yang selalu siap jika dibutuhkan. Hukum pidana militer dalam arti luas
mencakup pengertian hukum pidana militer dalam arti materiil dan
hukum pidana dalam arti formil. Hukum pidana militer dalam arti materil
adalah kumpulan peraturan tindak pidana yang berisi perintah dan
larangan untuk menegakkan ketertiban hukum apabila perintah dan
larangan itu tidak ditaati maka diancam hukuman pidana. Hukum
pidana formil atau yang lebih dikenal dengan sebutan hukum acara
peradilan militer merupakan memiliki tugas untuk mempertahankan
hukum pidana materil merupakan kumpulan peraturan hukum yang
memuat ketentuan tentang kekuasaan peradilan dan acara
pemeriksaan,pengusutan,penuntutan,dan penjatuhan hukuman bagi

militer yang melanggar hukum pidana materil.

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Tindak

Pidana dibagi menjadi dua yaitu :

a. Tindak pidana murni (Zuiver Militaire Delict) adalah suatu
tindak pidana yang hanya dilakukan oleh seorang militer,
karena sifatnya khusus militer ( melanggar KUHPM).

b. Tindak pidana campuran, (Gemengde Militerire Delicti)

adalah suatu perbuatan yang terlarang yang sebenarnya



sudah ada peraturannya, hanya peraturan itu berada
pada perundang-undangan yang lain.

Perzinahan pada umumnya dapat dilakukan oleh siapa saja
baik masyarakat sipil maupun seorang anggota Tentara Nasional
Indonesia (TNI) . Seorang anggota militer diajarkan untuk hidup
disiplin dan menjunjung tinggi etika namun hakikatnya anggota
militerpun manusia biasa yang dapat melakukan kesalahan dan
kekhilafan dalam menahan hawa nafsu. Dilihat dari segi hukum
anggota TNI mempunyai kedudukan yang sama dengan anggota
masyarakat biasa. Artinya bahwa sebagai warga negara yang
baginya pun berlaku terhadap semua ketentuan hukum yang ada.
Baik hukum pidana maupun,Perdata,Acara Pidana,Acara Perdata.
Letak perbedaannya hanya pada beban kewajiban yang lebih
banyak daripada negara biasa dalam hal yang berhubungan
dengan pertahanan negara.?

Putusan Nomor:39-K/PM-11-09/AD/IV/2019,kasus perzinahan
yang dilakukan oleh Saudari Oktaviana atau dikenal sebagai caca
dengan terdakwa Prada Dio Kristian Saefatu yang dilaporkan oleh
orang yang merasa dirugikan dalam kasus ini tak lain adalah suami

sah dari Caca yaitu Praka Muhammad Sukirman.

2 Agusti Ayu Kusuma Negara,Sri Wahyuningsih Yulianti, “Argumentasi Pertimbangan
Hakim Agung Menjatuhkan Pidana Pokok Lebih Ringan Tanpa Menghapuskan Pidana Tambahan
Pemecatan Dari Dinas Militer dalam Perkara Perzinahan (Studi Putusan Mahkama Agung Nomor
220 K/MIL/2017)”, Jurnal Verstek, Vol. 8, Nomor 3 September- Desember 2020.



Bahwa pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi
dalam bulan oktober 2017, saksi-2 menagih janji kepada terdakwa
melalui pesan WhatsApp untuk meminjamkan uang sebesar
Rp300.000,- (Tiga ratus ribu rupiah) dan meminta agar uang
tersebut diantar dan dimasukkan melalui bawah pintu rumah saksi-
2 di Asrama Yonif 315/Grd, namun terdakwa menginginkan
memberikan uang langsung ke saksi-2 dan saksi-2 menyetujuinya,
kemudian terdakwa dan saksi-2 janjian bertemu sekira pukul 24.00
Wib di rumah saksi-2.

Kemudian masih pada hari yang sama sekira pukul 18.30
Wib, Terdakwa mengirim pesan WhatsApp kepada saksi-2 yang
isinya terdakwa sudah berada di belakang rumah saksi-2 di Asrama
Yonif 315/Grd JIn.kota Bogor,kemudian saksi-2 di Asmara saksi-2
mengajak Terdakwa masuk ke dalam rumah lalu saksi-2 mengajak
terdakwa menuju kamar depan yang lampunya dalam keadaan
mati dan pintunya tidak ditutup rapat, selanjutnya terdakwa dan
saksi-2 membuka pakaian masing-masing hingga telanjang bulat
lalu saksi-2 tidur terlentang diatas kasur kemudian mereka
melakukan hubungan suami istri selama 10 menit.

Pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam
bulan Nopember 2017, Terdakwa setelah pulang dari pra tugas
janjian dengan “saksi-2 untuk bertemu dirumah saksi-2 pada

malam hari,kemudian sekira pukul 24.00 Wib setelah anak saksi-2



tidur terdakwa datang ke rumah saksi-2 melalui pintu belakang
yang tidak terkunci dan masuk kedalam kamar depan yang
lampunya dalam keadaan mati, lalu saksi-2 menutup pintu kamar
namun hanya setengah (tidak rapat) selanjutnya terdakwa dan
saksi-2 melakukan persetubuhan yang kedua kali dengan cara
yang sama , setelah itu terdakwa memberi uang kepada saksi-2
sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) lalu terdakwa
pulang ke barak.

Pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi
dalam bulan agustus 2018, saksi-2 ikut saksi-1 yang sedang
melaksanakan satgas citarum harum di Bandung, ketika itu saksi-1
bertanya dan mendesak saksi-2 dengan siapa saja saksi -2 telah
melakukan hubungan badan layaknya suami istri, dan karena di
desak terus oleh saksi-1 maka saksi-2 mengakui bahwa pada
tahun 2017 telah melakukan persetubuhan dengan terdakwa
sebanyak 2 (dua) kali.

Atas perbuatan terdakwa dan saksi-2 tersebut, saksi-1
selaku syah saksi-2 menuntut agar terdakwa diproses sesuai
hukum yang berlaku sesuai surat pengaduan yang dibiuat dan di
tandatangani saksi-1 di Denpom IIl/1 Bogor tanggal 6 Oktober
2018.

Berdasarkan kasus di atas, penulis tertarik untuk mengkaji

dan mengalisis lebih dalam terkait dengan tindak pidana



perzinahan yang dilakukan oleh anggota militer. Untuk itu penulis

melakukan penelitian dalam bentuk skripsi dengan judul “Tinjauan

Yuridis Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan

Oleh Anggota Tni Ad (Studi Kasus Putusan Nomor:39-K/Pm-li-

09/Ad/Iv/2019).”

. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka rumusan

masalah dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimanakah kualifikasi perbuatan terhadap tindak pidana
perzinahan yang dilakukan oleh TNI AD ?

2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana materil oleh hakim
terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh oknum
TNI AD dalam Putusan Nomor : 39-K/PM.11-09/AD/IV/2019?

. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di ata, maka penelitian ini
bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kualifiKasi perbuatan zina terhadap tindak
pidana perzinahan yang dilakukan oleh TNI AD

2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana materil oleh hakim
terhadap tindak pidana perzinahan yang dilakukan oleh anggota

TNI AD dalam Putusan Nomor : 39-K/PM.11-09/AD/IVV/2019



D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan mempunyai kegunaan sebagai berikut :

1. Kegunaan teoritis, identifikasi teori-teori yang dijadikan sebagai
landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian atau
dengan kata lain untuk mendeskripsikan kerangka referensi
atau teori yang digunakan untuk mengkaji permasalahan;

2. Kegunaan praktis, berkefungsian secara langsung dari hasil
penelitan yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk
memecahkan berbagai jenis rumusan masalah

E. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian diperlukan sebagai bukti bahwa tidak
adanya plagiarism antara peneliti sebelumnya dengan penelitian
yang dilakukan. Penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis
Terhadap Tindak Pidana Perzinahan Yang Dilakukan Oleh Anggota
TNI AD (Studi Kasus Putusan Nomor:39-K/Pm-li-09/Ad/Iv/2019).”
Asli dilakukan dan di teliti sendiri oleh peneliti, berdasarkan studi
kepustakaan dan studi lapangan. Peneliti yakin tidak ada penelitian

yang serupa dengan judul penelitian tersebut.

Sebagai perbandingan terhadap penelitian oleh peneliti

terdahulu :

1. M.lksan, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Tahun 2019,

dengan judul penelitian Analisis Yuridis Pemidanaan



Terhadap Anggota TNI yang Melakukan Tindak Pidana
Perzinahan ( Studi Antara KUHP dan KUHP Militer”.

Dalam penelitan M.lksan memiliki kesamamaan
subjek, namun penelitian ini berbeda dalam bentuk
penelitian dan pembahasan.

2. Intan Permatasari, Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Surakarta 2011 dengan judul penelitian
“‘Penyelesaian Perkara Pidana Perzinahan Yang Dilakukan
Prajurit Tni Di Wilayah Hukum Pengadilan Militer [i-10
Semarang Dan Pengadilan Militer li-11 Yogyakarta”.

Dalam penelitian Intan Permatasari memiliki kesamaan
subjek namun penelitian berbeda bentuk penelitian dan
tujuan penelitian.

F. Metode Penelitian
a. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan oleh penulis adalah

hukum normatif. Penelitian hukum ini dilakukan berdasarkan

bahan hukum utama dengan cara mengkaji peraturan
perundang-undangan, teori, asas-asas hukum serta bahan
kepustakaan lainnya. Penelitian normatif seringkali disebut
dengan penelitian doctrinal, yaitu penelitian yang pokok kajian
adalah dokumen peraturan perundang-undangan, bahan

pustaka dan hukum yang dikonsepkan sebagai norma atau



kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan
perilaku setiap orang.?
b. Pendekatan Penelitian
Pendekatan penelitian yang penulis gunakan adalah
pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan
pendekatan kasus (case approach). Pendekatan perundangan-
undangan adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan
menelaah semua undang-undang dan regulasi yang
bersangkutan dengan permasalahan yang sedang ditangani,
sedangkan pendekatan kasus adalah pendekatan yang
dilakukan dengan cara melakukan dengan cara melakukan
telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang
dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah
mempunyai kekuatan hukum yang tetap.*
c. Bahan Hukum
Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara
bahan yang diperlukan yang diproleh secara langsung dari
masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Bahan yang
diproleh langsung dari masyarakat dinamakan bahan primer

(bahan dasar),sedangkan bahan yang diproleh dari bahan-

3 Soerjono dan H.Abdurahman, 2003, Metode Penelitian Hukum, Rineka Cipta., Jakarta,
him. 56.

4 Peter Mahmud Marzuki, 2011, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media Group.,
Jakarta, Cet. ke-7, him. 24.



bahan pustaka lazimnya dinamakan bahan sekunder.> Adapun

jenis dan sumber bahan yang digunakan oleh penulis dalam

penelitian ini, bahan sekunder yaitu data dan informasi yang
diproleh dari studi kepustakaan atau berbagai literatur seperti
buku-buku, karya ilmiah, jurnal,serta peraturan perundang-
undangan yang relevan dengan permasalahan yang diteliti.
d. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan yang digunakan penulis
dalam memproleh bahan dalam penelitian ini digunakan teknik
pengumpulan bahan hukum, yaitu :

1. Studi kepustakaan (library research) yaitu data kepustakaan
yang diproleh melalui penelitian kepustakaan yang
bersumber dari peraturan perundang-undangan,buku-
buku,dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

2. Studi dokumen yaitu dengan mengumpulkan,mengkaji, dan
menganalisa dokumen perkara tersebut berupa surat
dakwaan, surat tuntutan pidana, dan putusan hakim.

e. Analisis Bahan Hukum
Bahan yang telah diproleh akan dianalisis secara
kualitatif dan sistematis guna memproleh gambaran yang
jelas terkait permasalahan yang sedang penulis teliti.

Kemudian, data akan disajikan secara deskriptif untuk

5> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2011, Penelitian Hukum Normative Suatu
Tiinjaun Singkar, Raja Grafindo Persada., Jakarta, him. 12.
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memberikan gambaran yang jelas mengenai bahan yang

telah diolah agar mudah dipahami oleh pembaca.
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BAB Il
TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERBUATAN TERHADAP
TINDAK PIDANA PERZINAHAN OLEH OKNUM TNI AD
A. Tindak Pidana
1. Pengertian Tindak Pidana
Istilah tindak pidana yang dikenal dalam hukum pidana
Belanda yaitu Strafbaafeit atau delict. Menurut Adama Chazawi
Strafbaafeit terdiri dari 3 (tiga) kata yaitu, Straf,baar, dan feit.
Straf diartikan sebagai pidana atau hukum, baar diartikan
sebagai dapat dan boleh, sedangakan feit diartikan sebagai
tindak,peristiwa,pelanggaran, dan perbuatan. Dalam bahasa
inggris dikatakan “delict” yang artinya suatu perbuatan yang
pelakunya dapat dikenakan hukuman atau sanksi (pidana).
Dalam bahasa dikenal juga istilah lain yang dalam
beberapa buku dan undang-undang hukum pidana yaitu
peristiwva pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang boleh
dihukum, perbuatan yang dapat dihukum, dan pelanggaran
pidana.® Pengertian tindak pidana menurut para para pakar :
Menurut Van Hammel, Strafbaafeit adalah kelakuan
orang Yyang dirumuskan dalam undang-undang, melawan

hukum patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Maka

& Andi Sofyan dan Nur Aziza, 2016, Hukum Pidana, Pustaka Pena Press., Makassar, him.
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sifat-sifat yang ada dalam setiap tindak pidana adalah sifat
melanggar hukum (wederrectelijkheid,onrechtmatigheid).

Menurut Vos, tindak pidana adalah salah satu kelakuan
yang diancam oleh peraturan perundang-undangan,jadi suatu
kelakuan yang ada pada umumnya dilarang dengan ancaman
pidana.’

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan
yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai
ancaman (sanksi) yang berupa pidana. Moeljatno berpendapat
bahwa “perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh suatu
aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, asal saja
dalam pidana itu diingat bahwa larangan tersebut ditujukan
pada perbuatan yaitu suatu keadaan atau kejadian yang
ditimbulkan oleh kelalaian orang, sedangkan ancaman
pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian
tersebut. 8

Menurut S.R Sianturi, tindak pidana adalah sebagai suatu
tindakan pada, tempat,waktu dan keadaan tertentu yang

dilarang atau diharuskan dan diancam dengan pidana oleh

7 Tri Andrisman, 2007, Hukum Pidana, Universitas Lampung., Bandar Lampung, him. 81.
8 C.S.T.Kansil dan Christine S.T Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradnya
Paramita., Jakarta, him.54.
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undang-undang bersifat melawan hukum, serta dengan
kesalahan dilakukan oleh seorang ( yang bertanggung jawab).®
Berdasarkan uraian di atas, peneliti dapat menyimpulkan
bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang melawan
hukum,melanggar dan suatu tindakan yang dapat meresahkan,
tindakan yang tidak patuh pada aturan yang ada. Dalam hal ini
semua warga negara mempunyai kebebasan dalam melakukan
segala hal dengan catatan kebebasan yang tetap patuh pada
aturan yang ada.
2. Unsur-Unsur Tindak Pidana
Dapat dikatakan perbuatan tindak pidana apabila
memenuhi unsur-unsur ini :
1. Adanya suatu perbuatan manusia;
2. Perbuatan manusia yang bersifat melawan hukum
(wenderrechelijk);
3. Setiap perbuatan diancam dengan pidana (stafbaar gesteld);
4. Setiap orang yang melakukan perbuatan mampu
bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar);
5. Setiap perbuatan yang terjadi disebabkan karena kesalahan

(schuld) sipembuat.

9 Amir llyas, 2012, Asas-Asas Hukum Pidana Memahami  Tindak Pidana dan
Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan, Rangkang Education Yogyakarta &
PuKAP-Indonesia., Yogyakarta, him. 18-19.
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Unsur-unsur yang ada dalam kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) dibagi menjadi dua macam, yaitu
unsur subjektif dan unsur objektif :

a. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada
diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku
dan termasuk kedalamannya, yaitu segala sesuatu yang
terkandung di dalam hatinya.’® Unsur dari suatu tindak
pidana adalah :

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (dolus atau
culpa);

2. Maksud atau voomemen pada suatu percobaan atau
poging seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat

(1) kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

a. Macam-macam maksud atau oogmerk seperti
yang terdapat di dalam kejahatan pencurian,
penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

b. Merencakan terlebih dahulu atau voordachte raad
seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1)
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

c. Perasaan takut atau vress seperti yang terdapat
dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

10 p AF, Laminantang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia, Sinar Grafika.,
Jakarta, him. 192.
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b. Unsur Objektif adalah unsur-unsur yang ada
hubungannya dengan keadaan-keadaan dimana
tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.'* Unsur dari
suatu tindak pidana adalah :

1. Sifat melanggar hukum atau wederrechtelijkheid,;
2. Kualitas dari sipelaku.

Sementara menurut pendapat Moeljatno, unsur-unsur
tindak pidana terdiri dari : (1) kelakuan dan akibat; (2) hal
ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan,
yang dibagi menjadi : 2

a. Unsur subjektif atau pribadi, yakni mengenai diri
seorang yang melakukan suatu perbuatan, misalnya
unsur pegawai negeri yang diperlakukan dalam delik
jabatan seperti dalam perkara tindak pidana korupsi.

Pasal 418 kitab Undang-Undang Hukum Pidana

(KUHP) jo Pasal 1 ayat (1) sub ¢ Undang-Undang

Nomor 3 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2001 tentang pegawai negeri yang menerima

hadiah. Jika seorang itu bukan pegawai negeri maka

tidak mungkin ditetapkan pasal diatas;

b. Unsur Objekif atau non pribadi, yakni mengenai

keadaan luar sipembuat, misalnya Pasal 160 (KUHP)

1 1bid.
12 |smu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana,
Kencana., Jakarta, him. 40.
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tentang penghasutan di muka umum (supaya
melakukan perbuatan pidana atau melakukan
kekerasan terhadap penguasa umum). Apabila
penghasutan tidak dilakukan di muka umum maka
tidak mungkin diterapkan pasal ini.

Jika dilihat dari unsur-unsur pidana ini, maka suatu
perbuatan yang dilakukan oleh seseorang harus memenuhi
persyaratan agar dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana.
Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai suatu
perbuatan pidana yaitu :*3

a. Harus ada perbuatan. Maksudnya jika memang
benar ada suatu kegiatan yang dilakukan oleh
seorang atau beberapa orang. Kegiatan itu terlihat
sebagai suatu perbuatan tertentu yang dapat
dipahami oleh orang lain sebagai sesuatu yang
merupakan peristiwa;

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa Yyang
dilukiskan dalam ketentuan hukum. Artinya
perbuatan suatu peristiwva hukum memenuhi
ketentuan hukum vyang berlaku pada saat itu.
Pelakunya memang benar-benar telah berbuat

seperti yang terjadi dan terhadapnya waijib

13 R.Abdullah Djamali, 2001, Pengantar Hukum Indonesia Edisi 2, PT. Raja Grafindo
Persada., Jakarta, him. 159-160.
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mempertanggung jawabkan akibat yang timbul dari
perbuatan itu. Berkanaan dengan syarat ini
hendaknya dapat dibedakan bahwa ada suatu
perbuatan yang tidak dapat dipersalahkan dan
terhadap pelakunya tidak perlu mempertanggung
jawabkan. Perbuatan yang tidak dapat di
permasalahkan itu karena dilakukan oleh seorang
atau beberapa orang dalam melaksanakan tugas,
membela diri dari ancaman orang lain yang
mengganggu keselamatannya dan dalam keadaan
darurat;

Harus terbukti adanya kesalahan yang dapat
dipertanggung jawabkan. Maksudnya bahwa
perbuatan yang dilakukan oleh seorang atau
beberapa orang itu dapat dibuktikan sebagai suatu
perbuatan yang disalahkan oleh ketentuan hukum;
Harus melawan dengan hukum artinya suatu
perbuatan yang berlawanan dengan hukum
dimaksudkan kalau tindakan nyata-nyata
bertentangan dengan aturan hukum;

. Harus tersedia ancaman hukumannya. Maksudnya
kalau ada ketentuan yang mengatur tentang

larangan atau keharusan dalam suatu perbuatan
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tertentu dan ancaman hukuman itu dinyatakan
secara tegas maksimal hukumannya yang harus
dilaksanakan oleh para pelakunya. Jika di dalam
suatu ketentuan tidak muat ancaman hukuman
terhadap suatu perbuatan tertentu, maka dalam
peristiwva pidana terhadap pelakunya tidak perlu
melaksanakan hukuman tertentu.
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana
Jenis tindak pidana dapat dibedakan menjadi beberapa
bagian yaitu, sebagai berikut :4
a. Menurut aturan dalam (KUHP), dibedakan antara kejahatan
(misdriven) yang dimuat dalam buku Il dan pelanggaran
(overtredingin) yang dimuat dalam buku 11l :

Kejahatan adalah perbuatan yang melanggar undang-
undang dipandang patut dipidana dengan ancaman yang
lebih berat.

Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar
undang-undang tetapi belum tentu melanggar kepatuhan
dalam masyarakat dengan ancaman yang lebih ringan;

b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara :
Tindak pidana formil (formeel delicten) adalah

tindakan yang dilarang itu, contohnya Pasal 160 (KUHP)

14 Adami Chazawi, 2001, Stless Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas
Berlakunya Hukum Pidana, PT.Raja Grafindo Persada., Jakarta, him.121.
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tentang kejahatan terhadap ketertiban umum, Pasal 247
kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) tentang pencurian.

Tindak pidana materil (materil delicten) adalah
tindakan yang dilarang juga harus (dipersyaratkan) dan
akibat tindakan yang dilarang itu, contohnya : Pasal 338
(KUHP) tentang pembunuhan, Pasal 187 (KUHP) tentang
pembakaran;

c. Berdasarkan sumbernya, dibedakan antara tindak pidana
umum dan tindak pidana khusus;

Tindak pidana umum adalah semua tindak pidana
yang tercantum dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP) dengan perubahan dan penambahannya yang
berlaku bagi semua orang.

Tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana
yang diatur secara khusus seperti hukum pidana militer dan
hukum pidana fiskal, kekhususan tersebut selain diatur
diluar (KUHP), undang-undangnya dibuat secara khusus
pula untuk memenuhi kebutuhan tertentu sesuai situasi dan
kondisi Negara Republik Indonesia.®

d. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal
penuntutan, dibedakan antara tindak pidana biasa (gewone

delicten) dan tindak pidana aduan (klacht delicten).

13 Ibid., him.155.
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Pidana biasa adalah pidana yang sudah dapat
(harus) dituntut meskipun tidak ada pengaduan dari korban
atau orang yang dirugikan (pembunuhan,pencurian,korupsi).

Tindak pidana aduan adalah pidana yang hanya bisa
dituntut jika ada pengaduan dari korban atau pihak yang
dirugikan (pencurian, dalam keluarga,perzinahan, dan
penghinaan).

B. Tinjauan Umum Tentang Pidana Perzinahan
1. Tindak Pidana Perzinahan

Tindak pidana perzinahan atau Ovespel oleh
pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 284,
yang berbunyi sebagai berikut :

(1) Dipidana dengan pidana penjara selama lamanya
sembilan bulan

1. a. Seorang laki-laki yang telah menikah yang

melakukan perzinahan sedangkan mengetahui
bahwa Pasal 27 BW berlaku baginya;

b. Seorang wanita yang telah menikah, yang
melakukan perzinahan;

2. a. seorang laki-laki yang turut melakukan perbuatan

tersebut, sedangkan mengetahui bahwa orang

yang turut bersalah telah menikabh;
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b. Seorang wanita yang belum menikah, yang
turut  melakukan perbuatan  tersebut
sedangkan ia mengetahui bahwa orang yang
turut bersalah telah menikah dan Pasal 27

BW berlaku baginya.

(2) Tidak dapat dilakukan penuntutan,kecuali ada
pengaduan dari suami atau istri yang terhina yang
apabila suami istri itu berlaku pasal 27 BW, diikuti dengan
suatu gugatan perceraian atau perceraian dari meja
makan dan tempat tidur yang didasarkan pada peristiwa
tersebut dalam waktu tida bulan

(3) Bagi gugatan tersebut, ketentuan yang diatur dalam
Pasal 72,3 dan Pasal 74 tidak dapat diberlakukan

(4) Gugatan tersebut dapat dicabut kembali selama
pemeriksaan disidang pengadilan belum dimulai

(5) Jika bagi suami istri itu berlaku pasal BW pengaduan
mereka tidak akan mempunyai kelanjutan selama
pernikahan mereka itu belum diputuskan oleh suatu
perceraian atau sebelum putusan pengadilan tentang
perceraian dari meja makan dan tempat tidur antara

mereka mempunyai kekuatan hukum tetap. 6

16 Adami Chazawi, 2005, Tindak Pidana Kesopanan, PT. Raja Gravindo Persada., Jakarta,
him.57.
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Menurut Simons, untuk adanya suatu perzinahan
menurut pengertian Pasal 284 ayat (1) KUHP, diperlukan
adanya suatu vleselijk gemeenschap atau diperlukan adanya
suatu hubungan alat kelamin yang selesai dilakukan antara
dua orang dari jenis kelamin yang berbeda, atau dengan
kata lain untuk adanya suatu perzinahan seperti yang
dimaksudkan dalam Pasal 284 ayat (1) KUHP diperlukan
adanya suatu persetubuhan yang selesai dilakukan antara
seorang pria dengan seorang wanita.'’

Perzinahan atau hubungan seksual artinya secara
prinsip adalah tindakan sanggama yang dilakukan oleh
manusia. Akan tetapi dalam arti yang lebih luas juga merujuk
pada tindakan-tindakan lain yang sehubungan atau
menggantikan tindakan saggama, jadi lebih dari sekedar
merujuk pada pertemuan antar alat kelamin lelaki dan
perempuan.*®

2. Unsur -Unsur Pidana Perzinahan

Berzinah terdiri atas perbuatan persetubuhan antara
orang yang telah dan seorang yang bukan suami atau
istrinya, persetubuhan dilakukan secara sukarela, serta
perbuatan tersebut tidak mendapatkan persetujuan atau ijin

dari suami atau istrinya.

17 p.A.F Lamintang & Theo Lamintang, 2011, Delik-Delik Khusus Edisi Kedua, Sinar
Grafika., Jakarta, him. 79.
18 Moeljanto, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta., Jakarta, him. 77.
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Unsur-unsur Pasal 248 ayat (1) ke —2 huruf a adalah:
a. Unsur seorang pria
b. Unsur yang turut serta melakukan zina
c. Unsur ketiga “padahal diketahui bahwa yang turut

bersalah telah kawin.”*®

Hoge Radd menyatakan bahwa kejahatan dalam
pasal 284 hanya dapat dituntut jika ada pengaduan, yakni
bukan karena adanya hubungan pribadi antara yang terhina
dengan para pelaku, melainkan karena sifatnya yang khusus
dari kejahatan itu. Semua orang yang terlibat didalamnya
dalam salah satu bentuk keikut sertaan, termasuk juga orang
yang telah menggerakkan para pelaku untuk melakukan
kejahatan ini, hanya dapat dituntut setelah adanya suatu
pengaduan.?°

Adapun unsur-unsur adanya pertanggungjawaban
pidana sebagai berikut :

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum (tidak

ada alasan pemaaf).
2. Adanya unsur kesalahan yakni, kesengajaan
(dolus) dan kealpaan/kelalaian (culpa).

3. Mampu bertanggungjawab.

19 Adami Chacawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana Bagian 2, Raja Grafindo Persada.,
Jakarta, him. 204.
20 p A F Lamintang, 1990, Delik-Delik Khusus, Mandar Maju., Bandung, him.99.
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Sesuai dengan unsur-unsur, pasal perzinahan
tersebut telah mengatakan dengan tegas bahwa
adanya perbuatan zina yang dilakukan secara
melawan hukum. Dalam pasalnya, kata
“diketahuinya” telah menunjukkan bahwa adanya
unsur perbuatan yang dilakukan secara melawan
hukum. Kemudian adanya suatu unsur kesalahan
yaitu kesengajaan dalam melakukan perzinahan
tersebut.?!

C. Kualifikasi Perbuatan Terhadap Tindak Pindana Perzinahan
yang dilakukan oleh TNI AD

1. Tindak Pidana Perzinahan Militer

Kalau kita lihat dalam sejarah, akan terlihat bahwa
hukum militer itu merupakan suatu hukum yang khusus.
Khususnya terlihat terletak pada sifatnya yang keras, cepat
dan dengan prosedur-prosedur yang berbeda dengan
prosedur-prosedur yang berlaku dalam hukum yang umum.

Hal ini terbawa oleh sifat hakikat tugas militer itu sendiri.??

Tindak pidana militer pada umumnnya dibagi menjadi

dua bagian pokok yaitu tindak pidana murni dan tindak

21 Rusli Effendy dkk, 1999, Asas-Asas Hukum Pidana, Penerbit Universitas Muslim
Indonesia., Ujung Pandang ,him. 256.

22 Amiroeddin Sjarif, 1996, Hukum Disiplin Militer Indonesia, PT. Rineka Cipta., Jakarta,
him. 4.
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pidana campuran. Dikatakan murni adalah bahwa tindakan-
tindakan terlarang/diharuskan yang pada prinsipnya hanya
mungkin dilanggar oleh seorang militer, karena keadaan
yang bersifat khusus atau karena suatu kepentingan militer
menghendaki tindakan tersebut ditentukan sebagai tindak
pidana.

Tindak pidana campuran adalah suatu perbuatan
yang terlarang yang sebenarnya sudah ada peraturannya,
hanyaperaturan itu berada pada perundang-undangan yang
lain. Sedangkan ancaman hukuman dirasakan terlalu ringan
apabila perbuatan itu dilakukan oleh seorang militer.?

Dalam ( KUHP) Pasal 284 ayat (1) ke-1 dinyatakan :

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan :

1. a. seorang pria yang telah kawin yang melakukan gendak
(ovespel), padahal diketahui bahwa Pasal 27 BW berlaku
baginya,

b. seorang wanita yang telah kawin yang melakukan
gendak, padahal diketahui bahwa Pasal BW 27 berlaku
baginya;

2. a. seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan itu,
padahal diketahuinya bahwa yang turut bersalah telah

kawin;

23 Elmarianti Saalino, 2019, Hukum Militer di Indonesia, Uwais Inspirasi Indonesia.,
Ponogoro, him. 20-21.
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b. seorang wanita yang telah kawin yang turut serta
melakukan perbuatan itu, padahal diketahuinya bahwa
yang turut bersalah telah kawin dan Pasal 27 BW
berlakunya baginya.

Penerapan pidana terhadap anggota militer yang
melakukan tindak pidana militer diatur dalam pasal 6 KUHPM
yang terdiri pidana pokok berupa : pidana mati, pidana pidana
penjara, pidana kurungan, dan pidana tutupan serta pidana
tambahan berupa: pemecatan dari dinas militer,penurunan
pangkat dan pencabutan hak.?*

2. Delik Aduan

Istilah delik aduan (klacht delict), ditinjau dari arti kata klacht
atau pengaduan berarti tindak pidana yang hanya dapat
dilakukan penuntutan setelah adanya laporan dengan
permintaan untuk dilakukan penuntutan terhadap orang atau
terhadap orang tertentu. Untuk delik aduan, jaksa hanya
Cahaya Keadilan akan melakukan penuntutan apabila telah
ada pengaduan dari orang yang menderita dan dirugikan oleh
kejahatan tersebut. Pengaturan delik aduan tidak terdapat
dalam Buku ke | KUHP, tetapi dijumpai secara tersebar di
dalam Buku ke II. Setiap delik yang dibuat oleh pembuat

undang-undang dijadikan delik aduan, menyatakan hal itu

24 Hendra Brian Rodaya, “ Anggota Militer yang melakukan tindak pidana menurut
KUHPM undang-undang nomor 31 tahun 1997”, Jurnal Lex Administration, vol. 4, Nomor 3
Maret 2016, him. 1.
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secara tersendiri, dan dalam ketentuan yang dimaksud
sekaligus juga ditunjukan siapa-siapa yang berhak mengajukan
pengaduan tersebut. Pembentuk undang-undang telah
menyaratkan tentang adanya suatu pengaduan bagi delik
tertentu. Adapun sebabnya menurut Von Liszt, Berner dan Von
Swinderen adalah bahwa dipandang secara objektif pada
bebrapa delik tertentu itu kerugian material atau ideal dari
orang yang secara langsung telah dirugikan harus lebih
diutamakan daripada kerugian-kerugian lain pada umumnya.
Menurut MvT (Memori van Teolichting), disyaratkannya suatu
pengaduan pada beberapa delik tertentu itu adalah
berdasarkan pertimbangan bahwa ikut campurnya penguasa di
dalam suatu kasus tertentu itu mungkin akan mendatangkan
kerugian yang lebih besar bagi kepentingan-kepentingan
tertentu dari orang yang telah dirugikan daripada kenyataan,
yakni jika penguasa telah tidak ikut campur di dalam kasus
tertentu. Sehingga keputusan apakah seseorang yang telah
merugikan itu perlu dituntut atau tidak oleh penguasa, hal
tersebut diserahkan kepada pertimbangan orang yang telah
merasa dirugikan.?®

Delik aduan absolut Delik aduan absolut menentukan

bahwa pengaduan adalah satu-satunya syarat bagi

padrisan Jamba, “Analisis Penerapan Delik Aduan dalam UU Hak Cipta untuk
Menanggulangi Tindak Pidana Hak Cipta di Indonesia”, Vol 3. Nomor 1 ISSN : 2339-1693.
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diprosesnya suatu delik. Yang termasuk dalam delik aduan
absolut adalah penghinaan, perjinahan, delik kesusilaan, delik
pembuka rahasia, kawin lari, pengancaman, delik penerbitan
tertentu, dan beberapa delik dalam perundang-undangan
lainnya. Sedangkan delik aduan relatif delik yang sebenarnya
bukanlah delik aduan, tetapi dengan syarat dan kriteria tertentu
menjadi delik aduan, diantara contohnya adalah pencurian,
pemerasan dan pengancaman, penggelapan, perusakan
barang, penipuan. Dari beberapa pasal atau tindak pidana yang
digolongkan sebagai delik aduan relatif didapat suatu
gambaran bahwa delik aduan relatif ditentukan terhadap tindak

pidana di bidang hak milik atau harta benda.?®

26 Erdianto Efendi, 2011, Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar, Refika Aditama.,
Bandung, him. 32.
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